BUPATI BATU BARA

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI BATU BARA

NOMOR ys TAHUN 201¢&
TENTANG

BELANJA YANG BERSIFAT TETAP
KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGUARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BATU BARA,

wievimibang: a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105A Peraturan Meniter:

Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubchan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Dierah bahwa ayat ‘1) Dalam
Penetapan APBD mengalami keterlambatan kepala daerah
dalam melaksanakan pengeluarzn setiap bulan setinggi-
tingginya sebesar seperduabelas APBD tahun anggaran
sebelumnya. Ayat (2} Pengeluaran setinggi-tingginva untuk
keperluan setiap bulan sebagaiman dimaksud pade ayat (1)
dibatasi hanya untuk belanja bersifat tetap seperii belanja

pegawal, layanan jasa dan keperluan kantor sehari-hari,

b.  bahwa untuk kelancaran penyeleiggaran Pemerintah Daerah
untuk pelayanan kepada masyara«at perlu aidukun g dengan
penyediaan dana belanja langsung maupun belaija tidak

langsung untuk operasional pelaks:naan kegiatan,

o

bahwa Dberdasarkan pertimbangan sebagaimana Jimaksud
pada huruf a dan huruf b perlu ctetapkan Peraturan Bupati
Batu Bara tentang Belanja Yang Bersifat Tetap Kzbupaten Batu

Bara Tahun Anggaran 2017.
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Mengingat

o

10.

Undang-Undang  Nomor 28  Tahun 1999 tentang
Penyelenggaran Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indones:a Tahun
1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Feuang an
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, ‘Tambahan Lembaran Negara Republik ndonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik ndonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4335);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor S Tahun 2007 tentang Pembentuk an
Kabupaten Batu Bara di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4681);
Undang-Undang nomr 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik [ndonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049); :
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor [25, Tambahan lLembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

Undang-Undang Nomor 17 Tahian 2014 tentang Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyst, Dewan
Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
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Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengar Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomr 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaren Negara
Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang
Kedudukan Keuangan Kepala Daereh dan Wakil Kepala Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Ncmor 210,
Tambahan Lembaran Negara Repubiik Indonesia 4028);
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang
Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dar Anggota
Dewan Perwakilan Rakvat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembar: n Negara
Republik Indonesia 4416), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia I\iomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga
atas Peraturan Pemerintah Reptublik Indonesia Nomor 24
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler Keuangan
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakya: Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Repullik Indonesia 4712} ;
Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia 4573);

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan _embsaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedornan
Pembinaaan dan Pengawasan Penselenggaraan Pemerintahan
Daeran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indor esia
Nomor 4593);

Peraturan Pemerintah Nomor 3 Taaun 2007 tentang l.aporan
Penyelenggaran Pemerintahan kepada Pemerintah, Laporan
Keterangan Pertanggungjawaban K:pala Daerah kepéda Dewan
perwakilan  Rakyat Daerah, ‘lan Informasi Laporan

Penyelerggaraan Pemerintahan Dserah kepada Masyarakat
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nemor 108,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata
Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta kedudukan
Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di wilavah
Provinsi, sebagaimana telaj diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas
tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta
Kedudukan Keuangan Gubenur scbagai Wakil Pernerintah di
Wilayah Provinsi‘(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 44, Berita Negara republik Indonesia Norr.or 5209
Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik  ndoriesia
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahari Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomeor 3587);

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebigaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturar Presiden
Republik Indonesia Nomor 70 Tah:.in 2012 tentang P:rubahan
Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54
Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Jaerah sebagaimana telah
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 20il tentang Perubahan K«dua
Atas Peratulan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daelah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri HNomor 16
Tahun 2007 tentang Tata Cara Ev:luasi Rancangan “eraturan
Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturaa Kepala
Daerah tentang Penjabaran APBD;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Noimor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negala Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 36);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Ngnor 31 Tahun 2016 tentang
Pedoman Penyustnan APBD Tahun Anggaran 2017;

Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 7 Tanun 2016

tentang Pembentukan Perangkat Dacrah Kabupaten Eatu Bara;



95 Peraturan Daerah Kabupaten Batu Bara Nomor 9 Tahun 2016

S,

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daeraa Tahun

Anggaran 2017;

MEMUTUSKAN:

ykan @ PERATURAN BUPATI TENTANG BELANJA BERSIFAT TETAP
KABUPATEN BATU BARA TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

N

10.

Daerah adalah Kabupaten Batu Bara.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai Unsur pényelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaen urusan
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Bupati adalah Bupati Batu Bara.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnye disingkat
DPRD, adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Batu
Bara.

Peraturan Daerah adalah peraturan perundang undangan
yang dibentuk oleh DPRD Kabupaten Batu Bara dengan
pefsetujuan belsama Bupati.

Anggaran .'Pendapatan dan Belanja Daerah yang sclanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Batu Bara.

Pendapatan DaeTah adalah hak pemerintah daerah yang diakui
sebagal penambahan nilai kekayaan bersih.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah dasrah yang
diakui sebagal pen.curang nilai kekayaan bersih.

Belanja yang bersifat tetap merupakan belanja keperluan
setiap bulan tahun anggaran jiang bersangkutén, seperti
belanja pegawai, layanan jasa den keperluan kan-or sehari-
hari.

Pengeiolaan Keuangan Daerah adalah keseiuruhan kegiatan
yang meliputi perencanaan, peiaksanaan, penatausahaan,
pelaporan, pertanggujawaban, dan pengawasan keuangan
daerah;



1E.

16.

17.

1€.

Satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjunya
disingkat dengan SKPKD adalah perangkat daerah pada
pemerintahan daerah selaku pengguna anggaran, pengguna
barang, yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan

daeran;

. Pejabat pengelola keuangan daeran yang selanjutnyz disingkat

dengan PPKD adalah Kepala Satuan Kerja pengelola Keuangan
daerah (SKPKD) yang mempuayal tugas melaksanakan
APBD dan bertindal sebagai Bendahera Umum

Pen®eloiaan o
Daerah yang selanjutnya disingka. dengan BUD;

Bendahara Umum Daerah yang selanjutilya disingkat BUD

adalah PPKD vang bertindak dalam kapasitas sebagai

bendahara umurn daerah;

_Satuan Kerja Perangkat Daerah vang selanjutnnya disingkat

SKPD adaiah perangkat daerah dalam Lingkup Femerin.tah
Kabupaten Batu Bary;

. Pengguna Anggaran adalah Pejabat pemegang kewenangan
penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas nokok dan
fungsi SKPD yang dipiMpinnya,

Bendahara Pengeluaran adalalh Pejabat fungsional vang
ditunjuk menerima, mer yimpan, membayarkan,
menatausakan, dan mempertang, ujawabkan uang keperluan
belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pa;':ﬁa SKPD;
Pejabat Penatausahaan Keuargan Daerah  selanjutnya
disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang malaksanakan fungsi
dan tata usaha keuangan pada SKPD;

. Pejabat pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkas

PPTK adalah vang melaksanakan satu atau heberara kegiatan
dar1 suatu ‘program sesuai dengar: bidang tugasnya,;

Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disirg kat SPM
adalan dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan
dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

BAB II
RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup belanja yang bersifat tetap meliputi :

2l

Belanja pegawai keperluan menibayar gaji dan tunjangan.

honorarium tenaga honorer/pegawar tidak tetap;



b. Belanja pengerimaan lainnya Kepala Daerah dan Walkil Kepala
Daerah serta Pimpinan dan Anggota DPRD;

c. Belanja bahan habis pakai seperti alat tulis kantor, cetakan,
belanja listrik dan elektronik;

d. Belanja makanan dan minuman keperluan rapat dinas;
Belanja jasa kantor seperti belanja telepon, belanja air dan
belanja listrik;

f. Belanja perawatan kendaraan ber.notor seperti belarja bahan
bakar minyak dan pelumas;

Belanja perjalanan dinas;

9o

h. Belanja keperluan sehari-hari Rumah Sakit, Puskesmas, dan
Sekolah

BAB 11
BESARAN BELANJA YANG BERSIFAT TETAP

Pasal 3

Belanja yang bersifat tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
dilakukan pengeluaran kas setiap bulan setinggi- tingginva
sebesar satu per dua belas APBD tahun anggaran sebelam APBD
tersebut ditetapkan

BAB IV
PERSYARATAN BELANJA YANG BIERSIFAT TETAP

Pasal4

Pengajuan permintaan penerbitan SPD oleh SKPD harus teriebih
dahulu sudah ditetapkan oleh:

Pejabat yang berlwenang menandatangani SPD;
Pejabat yang berwenang menandatangani SPM;
Pejabat yang berwenang menandatangani SPJ;
Pejabat yang berwenang menandatangani SP2D;
Bendahara Pengeluaran;

Pejabar lainnya seperti PPK-SKPD, PPTK

R LA = <



BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku psda tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita

Daerah Kabupaten Batu Bara.

Ditetapkar di Lima puluh

pada tanggal 20 ODesember 264l

BUPATI BATU BARA,

OK ARYA ZULKARNAIN
Diundangkan di Lima Puluh
pada tanggal 3¢  Dasember 20iC

Pilt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BATU BAKA,

BEERITA DAERAH KABUPATEN BATU BARA TAHUN SGUNCMOR N9

Salinan sesuai dengan aslinya

K¥PALA BAGIAN HUKUM
TTD

RAEMAT SIRRAIT, SH
Ni?.13660707 188602 1 001



